PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 2/  TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA BELANJA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pakaian dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas
dan kepatutan;

. bahwa besaran tunjangan dan standar satuan harga

merupakan nominal setiap unit barang dan/atau jasa
yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan biaya
kegiatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun
2017 tentang Besaran Tunjangan dan Standar
Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3.Undang....



3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2002

tentang

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202_2
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6847);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah;

9.Peraturan...



Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
126/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara bukan Pajak yang Bersifat VOl?.f.ﬂ
dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1054);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2005 Nomor 11 Seri E)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Nomor 064);

12. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga
Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga
Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR
SATUAN HARGA BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal |

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun
2017 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan
Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 Nomor 110) yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
110 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan dan Standar
Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Berita Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2023 Nomor 40) diubah, sehingga Pasal
4 berbunyi sebagai berikut :

BAB II...




BAB II
BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Pakaian
Pasal 4

(1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
terdiri atas :

Pakaian Sipil Harian (PSH);

Pakaian Sipil Resmi (PSR);

Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH Lengan

Panjang);

e. Pakaian Adat Lengkap.

(2) Jenis Bahan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan
Anggota DPRD adalah Wol atau yang setara.

(3) Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagai berikut :

a. Pakaian Sipil Harian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima
ratus ribu rupiah) per setel diberikan 2 (dua) setel per
tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi Rp. 4.950.000,- (empat juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per setel
diberikan 1 (satu) setel per tahun,;

c. Pakaian Sipil Lengkap Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) per setel diberikan 1 (satu) setel per tahun,

d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDH Lengan
Panjang) Rp. 3.000.000,- tiga juta rupiah) per setel
diberikan 1 (satu) setel per tahun;

e. Pakaian Adat Lengkap Rp. 6.500.000,- (enam juta
lima ratus ribu rupiah) per setel diberikan 1 (satu)
setel per tahun;

f. Pakain Olah raga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
per setel diberikan 1 (satu) setel per tahun;

(4) Atribut pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
berupa :

a. peci;

b. papan nama; dan

c. pin emas dengan berat 10 (sepuluh) gram.

(5) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.

(6) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik sebagai
pergantian antarwaktu, pakaian dinas dan atribut
diberikan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4).
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Pasal II...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, ~memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal |# 7! 2025

A‘ BUPAT] BANYUASIN, (

b3

JH/AS LANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal [¢£ Macgt 2025

SEKRETARIS DAERAH,
__\\\\/
ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR
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